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Abstrak Ajmm lslam adalah ajman

kemaausiam, aftbrya tiilak aila yang be*olak

bel*nng ilorgaa rilai-nilai kemnusiaaa. Salah satu
nilai kenanusiaan yang asasi adalah kebebasan,

baik ilalon nemilih, mewntukm dan befuuat

dalam koriilm Wg Wsttif, seperti mercntukan

W*flgmn jdohnya. Ddam hal ini, Islam
nelinilungi assi nansia dalam mercntukan
joddr. Obh bmunyo kmuin pakm sejatinya tidak
ilapt dilafukan hanya ilmgan dnlih kemaslahatan

yary blngftutrn. *caru histories, kawin paksa

yang telah fuiaagstttg pada masa lalu, xkrurrya
tiitak dikehendaki xbagai legitimasi orang tun
untuk melafiWs l<ebebasan anak dalam

menentukan jodoh. Tetryi hal tersebut hanya

sebagai peringatm ilini bagi orang tut dalam

meniliililg nengajari anaktya agar nantinya tiilak
salah ilalom mmggunnkan hahrya, salah satunya

ailalah ilalam memilih pawngan hiilup.

Kata Kunci: IrtEr, nikfu, wali ilan hak asasi

PENDAHTJLUAN.

Dalam beberapa de&ade belakangan ini, kajian tentang
hukum Islam rupanya masih nenjadi "primadona" dan
menarik untuk selalu disinak di kalangan umat Islam,
bahkan juga oleh dunia yang mempunyai perhatian terhadap

Islam. Adanya hembusan era modemisasi dan globalisasi

'Pe.ulis .d.lah Do6€o Jurueatr Ushuluddin SIAIN Ponorogo
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yang melanda segala peniuru dunia dmgan segala aspek
kehidupan manusia, tak terkecuali juga aspek yang bersifat
"intem", yaitu persolan seputar perkawinan (h"k"-
keluarga), telah ikut mendorong munculnya berbagai issue
dan mairctrem itternasional seperti bergulirnya hak asasi
manusia yang bersifat universal yang termasuk di dalamnya
muncul hak-hak asasi perempuan. Meski demikian, upaya
memperjuangkan hak-hak perempuan yang bertujuan
menempatkan perempuan dalam proporsinya secara wajar,
temyata mendapat tantangan hebat bahkan dianggap telah
merongrong tradisi budaya dan konsepkonsep agama yang
ngz4 resisten terhadap perubahan, dan yang mengakar kuat
dahm masyarakat.

Bertolak dari asumsi di atas, yaitu problematika hukum
yang berkembang pesat dan beragam, maka kebutuhan akan
pendekatan (approach) dan metodologi (nethodology) yang
lebih dinamis, fleksible dan responsif terhadap problematika
hukum adalah suatu keniscayaan yang tidak bisa ditawat-
tawar lagi. Dalam konteks ini pula, pada tempatryalah untuk
merrampilkan sosok hukum Islam -termasuk hukum
perkawinan- yang humanis serta inklusif. Artinya hukum
Islam-sebagai peniabaran dan aplikasi aktual syari'ah-
harrrslah diteriemahkan dengan mengikuti semangat zaman

dan kernanusiaary sehingga, inno-dirumicnya sebagai hukum
untnk manusia tidak akan kehilangan konteksnya.

Menurut hemat penulis, di antara langkah konkrit yang

bisa. dilakukan adalah dengan meliba&an disiplin ilmu-ilmu
lain (ilmu sosial dan humaniora) dalam pengkajian hukum
Islam, termasuk masalah perkawinan Oleh karena itu,
dengan mmggunakan pendekatan sosiologis dan psikologis,

tuIisan ini hendak mengkaji salah satu masalah di seputar

perlcawinan, yaitu tuadisi kawin paksa (ijhr) dan hak wanita
dalam menentukan pasangan hidupnya (odoh).
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PERKAWINAN: RELASI FENOMENA AGAMA DAN
KONSTRUKSI PERUBAHAN SOSIAL

Agama Islam diturunkan Allah sebagai agama penyemPuma

sekaligus agama teraichir. Oleh karena itu, hukum Islam
merupakan konsepkonsep dasar yang elastis dan sesuai bagi
setiap dimersi waktq masa lalu, kini dan masa yang akan
datang (up to date to the past, yexnt and futurc situation).
Untuk mengantisipasi hal tersebut, alQur'6n dan hadits
dijadikan pedoman dalam menjawab setiap problem umat
dalam hubungan vertikal maupun horisontal.

Hukum Islam yang bersumber dari alQur'an dan
hadits selalu berkembang dan dinamis. Ia hadir dalam
sebuah ruang yang tidak hampa, melainkan juga
merefleksikan selisih-selisih sosial dan budaya sehingga
muncullah perbedaan sebagaimana terbukti dalam hasil-hasil
ijtihad ulama.

Islam tidak mmgajarkan kepada umatnya sikap
pemaksaan (otoritaianisme) dan diskriminatif terhadap
sesama manwia, tetapi sebaliknya mengajarkan persama:rn
(al-mufrwah), kesetaraan, dan kebebasan (al-humyah)
terhadap problem agama, kelamin, ras, dan status sosial.
Setiap individu bebas melakukan perbuatan hukum yang
disertai rasa tanggung jawab, karena kebebasan individu
yang satu dibatasi oleh kebebasan individu yang lain, bahkan
dalan berkeyakinan sekalipun tidak ada paksaan.l Oleh
karenanya, perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang
didasarkan pada kondisi tekanan, Tuhan akan membebaskan
tanggungan dari perbuatan tersebut.2

rl-ih.t .Al-B.q.r.h (2): 256
2Ehat .i*ry.t lbn Mii.h der Baiheqi dalam al-Sunan al-Kobi

(Bcruc Dir d-Fil<r, tt.), iuz IV, 88' deogao ltdaloi:
(rrer!.;L;rr.r.1.,)$c!},j(:-rUr;', ng'rUr jrrE
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Al-Qur'an dan hadits mengandung unsur-unsur
normatif yang bersifat transenden dan permanen serta
adtrptable pada *tiap tempat dan w aktu (shalih likulli zamAn ua
malun). Walaltpun demikian, ayat-ayat tersebut juga bersifat
korntekstual ketika disampaikan kepada manusia. Kerangka
semacam ini, sangat tepat ketika digunakan untuk
mempelajari pendapat seorang tokoh seperti imam madhhab.
Harus disadari bahwa imam madhhab, di samping
memperhatikan nilai normadf, juga berfikir dalam konteks
pengalaman mereka. Bahkan tidak j-a+& ketika
memformulasikan hasil ijtihad, para imam madhhab
dipngaruhi "angan-angan sosial" mereka dalam merespon
tan.tangan zaman.3 Artinya, bila hanya berfikir normatif,
maka produk pemikiran mereka tidak akan mampu
menjawab problem sosial pada saat itu, lebihJebih di era

modern seperti sekarang ini-
Selanjutnya, adanya kewajiban dari orang tua untuk

memberikan pendidikan dan pengetahuan bagi analg agar
ketika dewasa dapat memilih dan menentukan mana yang

baik dan mana yang buruk. Tatkala telah mencapai umur i4il
bafii,gh (dewasa) seseorang bebas tanpa paksaan untuk
melakulan tindakan hukum (berkontrak) dan bertanggung
jaw'ab terhadap implikasi yang muncul dari tindakan hulum
itu.

Perempuan yang telah dewasa dianggap memiliki
kernampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum

t Hr*um Ist s (6qh) y.og Lhir d.ri intelckn.l Darusia dalam faae

<tan penggt sciar.h tcrtcatu tidak bisa piadah b.gitu 6aia ke ruaag &n
v:ttu yatrg ber|aioa!. Bageimeaepuo rurueeo fiqh yang dikoastdoikan
ratusan tahuo ldu lclae tcr&pt cdah d.Lm rncnia*eb problematike
uEln.t yang bcgitu iems' ...t ini, situ.si eosi.L potitik d.a kcbud.y..o
eud.,ri bcrbede, &a hutum acndiri heros bctputaa accuei dcogen rueag &a
wektu. Ker.Dcua[ eken tcriadi iika tetap eken lnco.I.'akaD bedakunya
keputusan 6uatu pemikiran untuk seluruh zaraia dzn maE4 yztg secttz
dasar pasd divergen. Lih^a Ibn al-Qalyim al-ltsrziyyrh, I'lazt al'
Muwaqqrtin '.a Reb zltAlaoia,fuzlll (Beirit Dar .LFil$, 1994, 1+15.
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yang berhubungan dengan transalsi-hansaksi keuangan,

seperti perdagangan, kepegawaian, dan sebagainya. Hal
demikian ini adalah pandangan yang disepakati para ulama.

Oleh karena itu sangat logis jika dia juga dapat melakukan
tindakan-tindakan yang berkaitan dmgan urusan
pribadinya,a termasuk menmtukan pasangan hidupnya.

Bertolak dari priruippriruip di atas, akan diketahui
relasi perkawinan khususnya tentang persoalan menentukan
pasangan hidup dengan perubalnn-perubahan sosial yang
terjadi. Kondisi suatu masyarakat yang sering mengadakan
kontak dengan masyarakat lairl mempunyai sistem
pendidikan yang majq sistem lapisan sosial yang terbuka,
penduduk yang heterogeo serta ketidak-puasan masyarakat
terhadap bidang kehidupan tertentu, dapat mendorong
perubahan social secara cepat.s

Kaiian agama dalam perspektif sosiologis (demikian
juga psikologis) yang mempertimbangkan perubahan
masyarakat, adalah sebuah keniscayaan. Bukan saja karena
harus bersentuhan dengan aspek " realitas" ajaran agama
yang terlanjur dianggap "kebenaran", namun lebih pada
upaya rnembumikan ajaran agama tersebut sehingga tidak
terkesan kaku dan n3rd. Selain itq menempatkan ajaran
agama sebagai "konskuksi" normatif azsich seringkali
terjebak pada pendekatan filosofis-tmlogis yang justru akan
menjauhkan ajaran agama ftonsep perkawinan) dari realitas
sosial (tidak membumi). Karenanya dalam sebuah realitas
sosial keseimbangan diri dmgan drmia atau lingkungan
masyarakatrya harus terjadi. Masyarakat dalam arti bukan
sekedar sebuah sistem pengendalian diri, tetapi iuga sesuatu
yang lebih mmgarah ke dunia kehidupan. Sebuah dunia

. Abdurnhaan al-laziid, al-Fiqh ,efa Mzdz:.hib al-Afia'eh, I1
(Bcinic Methba'ah .l-Salafiyah,t.t), 50.

sSoeriono Soekaato, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, cec 10
(|akart* Raia Gn6ado, Z[1), 99.
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yang harus dihayati yang tersusun dari subyek yang
bertindak dan berbicara melalui medium sosial.

Untuk melihat konsep perkawinan (termasuk memilih
pasangan hidup), hubungannya dmgan irstitusi keluarga
dan perempuan, biasanya digunakan tmri sosiologi seperti
teori struktur Teori ini mengakui adanya
keragaman di dalan kehidupan sosial yang merupakan
sumber utama dari struktur rnasyarakat dan keragaman pada
fungsi yang sesuai dmgan posisi seseorang pada struktur
sebuah sistem. Dengan demikian masyarakat mgnjadi lebih
sadar akan altematif budaya yang kompetitif. Selain itu
perubahan sosial ya g menyertainya seringkali
memunculkan keegangan dalam struktur sosial dan
kesenjangan bu{aya. Ini terjadi ketika tradisi yang telah
mapan tidak menyediakan jawaban yang dibutuhkan. Solusi
yang ditawarkan adalah menciptakan bentuk baru, tetapi
dapat juga berusaha untuk membela asumsi tradisional
dengan jalan menginterpretasikannya kembali ke dalam
upaya menjawab situasi baru. Karenanya berbagai ragam

keJ.ompok yang ada di masyarakat dipengaruhi pula oleh

berbagai perubahan sosial. Seperti halnya kelompok tertentu
melakukan fungsi yang lebih berarti dan lebih dihargai
dibanding kelompok lain" maka akan ada kelompok lain yang
justru menolak perubahan itu dan ada pula yang
mendukung.6

Dalam konteks Indoneia, perkawinan lebih condong
sebagai kewaiiban scial daripada manifestasi kehendak

bebas tiaptiap individu. Secara umum dapat diajukan
pennikiran dalam masyarakat yang pola hubungarutya
belsifat tradisional bahwa perkawinan adalah suatu

keharusan sosial yang merupakan bagian dari warisan tradisi
dan dianggap sakral. Sedangkan dalam masyarakat rasional

6Lhat llomes F. ODcz. *tsiologr of Rcligioa dih bahasa: Tim
Peneriernah Yoregame $alrzte. Reie*di, 1990), 106.
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modern, perkawinan lebih dianggap sebagai kontrak sosial
dan karenanya perkawinan sering merupakan sebuah
pilihan. Dengan demikian, praktek-praktek kawin pak* y*g
masih berlangsung hingga sekarang adalah kemungkinan
akibat kontribusi dari cara pandang terhadap perkawinan
sebagai kewajiban sosial.T

IIBAR (NIKAH PAKSA) DALAM LITERATUR
HUKUMISI.A,M

Ijbfu dalam perspektif al-Qur'an.

Secara umum alQur'in tidak menyebutkan secara jelas

tentang persoalan ybar (nikah paksa), akan tetapi hanya
menyebutkan beberapa ayat yang menjelaskan tentang
problem pemecahan Qroblem sokting) dalam keluarga pada
masa Nabi dan itupun respon yang terjadi pada masa itu.
Karena memang alQur'an hanya menjelaskan prinsip
prinsip umlm yang terkandung di dalamnya.

AIQur'in secara eksplisit menggambarkan bahwa
seorang wali (ayah, kakek dan seterusnya), tidak boleh
melakukan paksaan nikah terhadap anak perempuannya,
yang mana perempuan tersebut tidak menyetujuinya atau ia
mau menikah dengan laki-laki yang dicintainya sementara
seorang wali enggan atau tidak mau menikahkarurya. Al-
Qur'in mmyebutkan:
"Apabila kamu meacenikan istri-istrimu, lalu habis masa

irldahnya, rnaka janga ah kamu menghalangi mereka knuin lagi
ilengan calon suaminya apalagi telah terdapat kedaan di antaru
mereka dengan cara yanS ma'ruf. (Al-Baqarah 234)8

rln&aeeatir 'Fcnomena Kesia Mu& daa Aborsi", ddam Syafiq
IJasyia (ed.), Mcazkat ltatge Percapuza Qd<artz: Mizan 199), l3l-BZ

sAsbZb zl-auzul ryat ini adalah bctkeoaan dcngatr sikep M.'q;l ibn
Yasar yang cnggan rtau tidak mau menikahkaa saudara perempuarmya
dengan lakiJaki yang ti&k diinginkannyr Dengan alasen dulu lakiJakinya
yaag menikahi sau&re perempuan tclah menceraikanoya, sekaraag iagia
kembali meaikahiaya, Nemun eeteleh meadengar adanya perinteh Nabi
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Penafsiran terhadap ayat ters€but sebagaimana di
jelarkan al-Jazairi, bahwa: (a) Khithab ayat tersebut
diperuntukkan kepada para wali (ayah, kakek, saudara laki-
laki) untuk tidak menolak menikahkan perempuan yang ada
di bawah perwaliannya. Dari hal ini jelas, bahwa keberadaan
wali nikah pada masa Nabi adalah memang ada dan eksis,
sehingga perkawinan tanpa adanya wali tidak dibenarkan,
(b) Iftitheb brsebut diperuntukkan kepada masyarakat
urnum, (.) Sebagai korukuensinya, bahwa enggan
menikahkan atau sebaliknya memaksakan kehendak dengan
paksaan adalah tidak diperbolehkaa dan (d) Dari sinilah
secara implisit wanita dibolehkan untuk menikah sen&ri dan
tidak seorangpun boleh mmolaknya asal terdapat kebaikan
di masa depannya.e

Dari dzahir ayat di atas jelas, bahwa seorang wali tentu
tidak boleh semena-merul terhadap perempuan yang ada di
bawah perwaliannya baik itu memaksa untuk menikah
dengan pilihan wali atau enggan mmikal*annya karerra

tidak sesuai dengan pilihan wali.

Ijbiir dalam perspektif hadits dan ulama fikih.

Pada dasarnya banyak sekali hadits yang berkenaan
secara langsung maupun tidak dengan persoalan iibar dan
hak memilih pasangan hidup. Namun penulis hanya akan
meruju' beberapa hadits yang secara khusus dipakai oleh

banyak riwayat yang ada hubungarurya dengan dua ha1

tersebut. Di antara hadits tersebut adalah:

uotuk tidak Ercnola! ya, Ma'qil ibr Yaeir kemudia$ membuat akad baru.
lih2t Iba Haiar al-Ashqalani, Fztb d-Bai, fX (l-tP: Mathba'ah
asSalafiyah, t.t), 93-94, Dalam ristyat Abu Muslim at-Khiii &ri lalan
MuL,irak ibn at-Tudalah dari Hasaa, "kemudiar Ma'qal mendeogar
perintah itu lalu meniawa\ saya mendengar dan taat kepada Perintrh
Tuh,rn kemudian meflguodang calon suami lalu menikahinya". Lihat Ibid.

eAbdurrahman al-Jazaii, zl-Fiqh'A.fa MadzaAib...., 4a-49.



Munir, Kawin Paksa 27

Barang siapa Wemryan yang mmikah tanpa adanya izin dai
walhrya, maka nikalmya batal, ntka nikalmyabat , maka nikahnya

batal. Apabila dit telah ntelah*an lrubungan sektal, maka dia

berhak atas malan mitsil (mas kawin *padan), karena me ganggap

halalnya hubungan seks itu. lika mereka bomusthan maka sultan
(hakim) mmjadi wali bagi peretnpuan yong tidak aila rDalinya.lo

Fladits di atas yang mmgungkapkan nikahnya batal,
dari riwayat Zulri, temyata dibantah oleh Hanafi karma
ketika Hanafi langsung menanyakan otentitas hadits tersebut
kepada Zuhri. ia tidak mengetahui dan mengingkarinya,
sehingga Hanafi menganggap dalil hadib tersebut tidak
valid.n

Begitu juga dengan hadib: "Tiilaklah WaflWfl
menikahkan peremryan dan tidak (juga) menikal*an tliinya"tz.
Ada juga hadits: " Janila lebih berhak atas diinya ilibanding
walinya, sedangkan Wrawan dimintakan pefietujuan atas

iliinya."ttAl-Syah'i mengatakan, hadib ini menunjukkan
perbedaan antara perawan dan janda dalam dua perkara,
salah satunya adalah mengenai izin pemikahan. Izin bagi
perawan adalah dengan sikap diam, ketika ia berbicara, yang
berbeda dengan izin dari ianda.tr

roRiwayat Abu Dawud d.n Ibn Mii.h' lihat Ibo Haiar al-Asqdiai,
Bufugh el-Maim (Surebaya: al-Hidayah, t.tt, 2fl-2L Lihat irya Abi
Diwud, Suaaa Abi Dawu4'Kitab Nikah' no. 1784, Sunat al-Tiraidii,
'Kitab Nitah", ao. 1021, Ibn Maiah , $zaz IbD ltfti.h, "Kit^b Nik^lf , o,o.
1869.

rr [h.t Abi Za]rriya d-Alrhid aa-Newivi, Maiafi' Syath z1-

Muhzdzdztb, )(Yll (Beintt D.r al-Fikr, 1996), 304,
12 tibet lbn Miiah, S.rn u lbo L{ejzh (Bcinit:.Dir d-Fik , t.0,610.
lT-ihet Imam I[,{irzliul,, ShzEih L{uslia,'Kit b Nitah", iuz w, lL

tihat iuge d-Turmudzit S,urrzn ,l-Turtuod;l "f,it.b Nikah', ao. 1026., aI-
Nas;'i, Sortn.l-N.srt 'Kit b Nik h', Do. 3208.

rlihat ldris 
^l-Syan'i5 

eLara teri. Isma'il Ye'kub (akana: Feiar,
1983), 37L Selaniutnya d-Syif i membolehken edanya pema&eaaa
nikah dl6c.tai beberapa syamt, dientarerrya: (e) reli yang bcrhak
melzb*aa iibat (wzli mu/bi) hzlnyt q* aleu Lakcl kerena kasih eayang
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Sementara iht, Ibn Mun&ir mengatakan, bahwa
persoalan persetujuan perawan dmgan bentuk diamny4
dianiurkan untuk dikemukakan kepada perawan, bahwa
diamnya adalah persetujuarurya. Akan etapi, bila seblah
akad perempuan tidak mengetahui bahwa diamnya
merupakan persetujuannya, maka mmurut iumhur, akadnya
tidak batal. Perbedaan penafsiran seperti ini diarahkan
kepada suatu kejelasan bila persetujuan perempuan itu
mengarah kepada ridl4 dan bisa dinikahkan. Tetapi bila
mengarah kepada bentuk pelolakaru maka tidak bisa
dinikahkan-rs

Ada pemetaan menarik yang dibuat oleh Ibn Rusyd
ten.tang ikhtilif ulana berkaitan dengan hak bagi perempuan
dalam menentukan jodoh dan kekuasaan wali sebagai

berikut
a. Para ulama sepakat bahwa untuk perempuan janda, maka

harus ada ridla fterelarurya).
b. Ulama berbeda pendapat tentang s€orang PeremPuan

gadis yang sudah baligh. Menurut Imam Malik, Imam al-
Syafi'i dan Abi laili, yang berhal memaksa Perempuan
yang masih perawan hanyalah ayah. Sedang menurut Abu
Hariifah, Imam Tsauri, dan al-Auza'i serta sebagian

lainnya waiib adanya kerelaan atau Persetuiuannya.
c. fanda yang belum baligh, menurut lmam Milik dan Abu

Hariifah, ayah dapat memaksanya untuk menikah. Sedang

menurut Imam Syifi'i tidak boleh dipaksa. Sementara itu,

keduanye yeng tidak diregukan, (b) enak yaog diiftarkea merih gadie'
delz[n ani belum cukup dewaea untuk mc[gerti begaimatra sebaiktrya
hidrrp berumah a.ngg., kccudi iende, (c) cdor su.mi yang dipilihkt
harus sckufu (ectara), (d) edaaya kcoempuea untuk mcmbey.t Dah.r, (e)

telah diketahui bah*'a calon pilihan yaag iogin diiibat a&leh pria yeag
eaq;gup memenuhi kewaiiban aalkahnya,,..lihrt Muhamm.d.sy-Syarbini,
zl-Iqia\Svabaya: Dar Ihya' d-Kutub d- 'Arebiyah' 3.t.)' 168. Uh.t iuga
Zair:uaah Subhan, Tafsir Kebencien: Studi Bias Gendet dalam Tafsir

Qur'eo (Yogyakartar LkiS, 199), 137,
s Ibn Haiar al-Asqalioi, Fzth elBG..-,l0f.
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ulama mutaakhirin mengklasilikasikannya menjadi tiga
pendapat, yaitut Wt tu, m€nurut imam Asyhib bahwa

seorang ayah dapat memaksa unfuk menikahkan janda

selama ia belum baligh setelah dicerai. kdua, pendapat
Imam Saluuln bahwa ayah dapat memaksanya walaupun
sudah baligh. Ketig4 pendapat Imam Tamdm bahwa
bapak tidak dapat rremaksanya walaupun ia belum
baligh.16

Ijbfu dalan perspektif perundang-undang,an negara muslim
modern

Untuk dapat menghubungkan konsep ijbar dan
permasalahannya dmgan konEks dewasa ini, maka penulis
akan meruju' kepada beberapa perundang-undangan di
beberapa negara Islam modern Indonesia, dalam kaitarmya
dengan ijfrr dan kebebasan dalam perkawinan, misalnya
menetapkan bahwa perkawinan tanpa adanya wali adalah
ddak sah dan diharuskan adanya persetujuan dari calon
mempelai.tz Artinya, kalau kedua calon atau salah satunya
tidak setuju, maka akad nikah tidak dapat dilalsanakan dan
dengan sendirinya perkawinan tidak terselenggara.r8

Selanjutnya, terkait d€ngan perundang-undangan di
Malaysia, baik undang-undang persekutuan maupun di tiap
tiap negara ba$an, ijfrr dan kebebasan dalam pernikahan
tetap diakui dan mewajibkan adanya wali dalam akad
perkawinan. Konsekuensinya apabila perkawinan
dilalcsanakan tanpa adanya wali, maka pemikaharurya gagal.

6 lbn Rusyd, Bi&Snrul Mujahid *z NibAyafirl Muqtaehi4 itz ll
(.tp,: Dar al-Kutub dJslamiyah, Lt.), 4.

r7 Dalam Kompilasi Hukuo lel.m (KHI) paed 14, 'uatuk
,ielaksa.Dakan perkawinan harus ada: (a) calon euemi, (b) cdon istri, (c)
lrali Dikah, (d) dua orang eakei, (e) ilab qabul'.

8UU no. I tahun 1974, paeal 6 ryat (1), 'perkrwinrn didasarkin ates
percetuiuan calon mcmpelai", ay.. (2), (bila lemyata perkawinan tidak
disetuiui oleh salah seomng mcmpelai, m.ka perkawinannye tidak dapat
dilaksanakan".
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Kriteria wali adalah wali rusb, brta terjadi persoalan atau
kasus tertentu wali hakim bisa mmg;antikan wali nasab.re

Adapun persoalan kebebasan perempuan dalam
memilih jodohnya, pada intinya semua hukum keluarga di
neg;rra bagian dan persemakmuran menghendaki adanya
pers€tuiuan dari pihak perempuan. Bahkan orang lain
termasuk wali tidak boleh memalsa calon pengantin, bila hal
ini tetap dilakukan maka terkena denda seribu ringgit atau
penjara maksimal enam bulan atau kedua-duanya. r

Untuk negara Maroko adanya wali nikah masih
diwajibkan, kalau walinya tidak mau menikahkan maka bisa
diganti wali hakim dengan syarat sekufu (UU Maroko pasal
13).:r 1""or.* U"bebasan perempuan dalam perkawinan, UU
Maroko kurang tegas karena disatu sisi melarang adanya
nikah paksa, disisi lain masih men gakui ijbar.z Sementara itu,
Tunisia tidak mengharuskan adanya wali dalam perkawinan.
FIal ini sesuai UU Tuniasi pasal 3: "p€rkawinan hanya dapat
dilalkukan dengan persetujuan kedua mempelai dan

19 Sebagaimana haeil penelitiaa trhoiruddin Nasutien teataag
p€it andingan hukum keluarga ant.rz Indoacsia daa Malaysie, discbutkan
dalam beberapa UU acgara bagian M&ysie, scperti UU uatuk oaag Ielao
Selzngor 1952' UU Ialam Trenggaou 1955, tIU Agma Ielem Pahea 1956'

IJU rntuk orang Ielam Melaku 1959, reopai ...UU lalam Johot 198. Yaog
pa& intioya mcneyantkaa wdi &larm pcrk win.! 6cn. adany. hek hekim
uatul< oreaggantr 6t.tus w.li aaeab delm kasu! terlcrtu, bcgitu iuga
t€ntaog p€rsetuiuan percmpuea d.l.- mcocntukatr pilihan iodohaya' Iih.r
Statu6 Vt ita di Ariz tcaggzqi *bo.h Studi Pcrbzadiagza ltukaat
Keluzrgz lDdoaeli. do Malaysia Dilcfila;i (Yogak rrz;: IAIN, fil), 250-

, Iihat M. B. HoHc', UU lclza di Asiz Tcagrz (\rdzltmpuc
Ampeag Prces, 192), 25L

2r tihat Tahir M.hmoo( Pcnoazl Lav ia leltmic &rmaica $'lew
Delhi: Acedcmic of Lav and Religion, DA7), l20.

2 Lihat UU Maroko paml 12 (ryat 21, dalea El Aleoi aad
Hinchlilfc, Islaatic Maniagc zad Diva*c Last oI Ihc Aab Vottd
(-ondoa: Kluwer law lotcrmtioael, 1996), fiO,
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disaksikan dua orang saksi dan sejumlah mahar untuk calon
istri" .23

Dari paparan di atas, dalam aspek normatif teoritis,
pada dasamya tidak ada pijakan yang jelas dalam alQur'an
tentang konsep ijbar terhadap persoalan perkawirun anak
perempuzrn. AlQu'an hanya memuat asas dan norma yang
sangat umum tentang frersoalan perkawinan ini, sedang
dalam perspektif hadits, walaupun banyak versi dan riwaya!
namun secara substansial semuanya mmekankan perlunya
persetujuan dari pihak perempuan dan kebebasan baginya
untuk menentukan pasangan hidup. Demikian pula dalam
domain fiqtu meskipun beragam pendapat antara yang pro
dan kontra terhadap konsep ijbar, namun pada dasamya
konsep tTbir dalam perspektif ulama bukanlah pemaksaan
y.rng semena-mena yang tidak bertanggung jawab, akan
tetapi lebih merupakan hak bagi orang yang mempunyai
kemampuary yang dalam hal ini adalah orang tua, untuk
mmgarahkan putra-putrinya supaya dapat hidup bahagia.
Dalam konteks inilah kemudian muncul persyaratan adanya
kafi'ah dan wali meskipun masih sangat terbatas.

Sementara itu, konsep perundang-undangan modem,
secara eksplisit menunjukkan bahwa persetujuan kedua
pasangan sebagai suatu keharusan. Khusus dalam konteks
Indonesia, walaupun pada intinya sama dengan negara
muslim lainnya, rulmun dalam banyak aspek termasuk
struktur dan budaya hulum, belum mendukung adanya
kebebasan dalam perkawinan khususnya upaya
menghilangkan praktek kawin paksa. Pertanyaanya
kemudian, mengapa konsep yang secara teoritis sehnamya
baik dan syarat dengan muatan kemaslahatan namun dalam
prakteknya mmjadi sangat berseberangan bahkan terkesan
mengasumsikan kalau konsep ijbar itu menjadi dalil

aTahir Mahmoo4 Fzmily l-zv Rclorm ia The Muslim Vo d
(Bombey: NM Triphan Plrf,1972),107.
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2rlrihrt ,ltrncd, Vaait drn &adcr d.Lm Islan: Ak r-.br ltisto.is
Pe cbatza Mdcra gekrte. Lentcq Zx,o), 6-7.

25 liha. vahiduddid tu2ln. Bctvcclt Istan ad Vcstun Socicq4 r3'j.
Abtlollab AIi (Jakartr Serambi llmu Scmceta, 2001), 51-52

6 In M. IrPidus, Ser2nai S<xial Umzt Islem, alih b.h$a Gufran d
Meddi (Jakertr Rria Gr.efindo Pers.d., 1999), 530.

Iegitimasi dan sekaligus penyebab adanya tradisi kawin
paksa yang tidak humanis itu?

DAMPAI( KAWIN PAKSA TERIIADAP PEREMPUAN.

Hegemoni laki-Iaki atas perempuan.
Sepanjang periode sampai munculnya Islam,

kekuasaan dan otoritas hanya milik suami dan ayah- Istri dan
anak harus patuh dan taat sepenuhnya. Sebuah teks dari
paruh milenium ketiga sebelum masehi mengatakan bahwa
seorang istri yang menentang boleh {irontokkan
giginya dengan batu bata, dan kode flammurobi menetapkan
bahwa seorang anak harus dipotong tangannya apabila
memukul ayahnya. Kepala keluarga berhak mengatur
perkawin m anak-analcrya dan mempersembahkan anak
wanitanya kepada para dewa.2{ Penindasan dan
penomorduaan terhadap perempu:rn ini merupakan akibat
dari tatanan "patriarkhi" yang menghujam sangat dalam
pada praktek budaya waktu itu.zs

Dominasi lakiJfi secara kuat tidak bisa dipisahkan
dad faktor struktur hukum dan sosial yang mengitarinya.
Hukum dan juga lingkungan memberikan kepada lakilaki
kekuasaan yang cukup besar terhadap peremPuan. Menurut
hukum Islam, laki-laki mempunyai hak prerogatif yang

besar untuk menjatuhkan perceraiary sementara PeremPuan
terlalu sempit haloya.uo Di samping itu, relasi Sender iuga
sangat dipengaruhi oleh adanya pembagian peran dan fungsi
dalam masyarakat. Dalam masyarakat Arab, laki-laki
beftugas membela dan mempertahankan seluruh anggota

keluarga, bertanggung jawab memmuhi seluruh kebutuhan
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keluarga. Konsekuensinya, Qki-laki memonopoli
kepemimpinan dalam semua tingkatan. Artinya promosi
karier dalam berbagai profesi dalam masyaralat hanya
bergulir di kalangan laki-laki, sedangkan perempuan hanya
mengurusi urusan yang berhubungan dengan reproduksi.u

Dalam konteks Indonesia bisa dilihat hegemoni laki-
laki atas perempuan. Adanya peran orang tua dalam
menentukan jodoh anaknya yang cukup besar, setidaknya
terdapat perkawinan di bawah umur merupakan perjodohan
yang diatur oleh orang tua. Hal ini masih berlangsung
sampai sekarang khususnya di masyarakat pedesaan di
Jawa.

Akibat perjodohan tersebut pengantin wanita yang
masih kanak-kanak tidak mmgetahui betul tentang
karakteristk calon suaminya. Ketidakpahaman wanita ini
pada banyak aspek telah menimbulkan rasa cemas, stress,
takut segan dan marah, atau bahkan melarikan diri dari
suami. Sebenamya, para wanita yang elah menikah di bawah
ketentuan umur UU brsebut masih enggan untuk berumah
tangga. Akan tetapi mereka terpaksa menjalaninya karena
alasan untuk menghormati orang tua.z ]adi ielaslah bahwa
hegemoni p€ran orang tua dalam perkawinan wanita itu
sangat kuat. Pada umumnya wanita yang bersangkutan
hampir-hampir tidak mempunyai hak untuk menolak
perkawinan yang ditawarkan oleh orangtuanya. Salah satu
faktor yang menyebabkan timbulnya praktek kawin paksa
tersebut adalah budaya dan adat yang bersifat patriarkhi
yang masih dipegangi kuat

Danpak ketidakberdayaan secara psikologis

a Scbrgai dihrtip Naranrddin Umar, ,{.grznca Kacaaaa Geadcr
dzlza ?qtpcktif *Qa"a (,&rta Paramedin4 1999), 135.

! Sri Hodayani Haaro., Pctb*iaza Ueia BcEa (logakeaz: PPK
uGNt,t991),2-
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Mana-kala perkawinan paksa benar-berrar terjadi,
maka perempuan dalam hal ini adalah istri menjadi korban
utama. Betapa tidak, dalam masyararakt yang bersistem
kebapakan seperti di |aw4 perempuan sering meniadi
kambing hitam. Atrrosfer penghukuman sosial dan dinarnika
menyalahkan isrri dalarn problem rumah tangga (blming the

oictim) tidak lagi menyediakan ruang gerak yang
memungkinkan perempuan dipandang sebagai manusia
yarx8 utuh dengan spekEum yang luas, yang celain memiliki
sisi kelemahan iuga memiliki sisi baik

Dari perspektif psikolqri *sisbnsialisme, dapat
diinterpretasikan bahwa perkawinan paloa serta merta
menimbulkan kecemasan karena sipelaku menghayati
dirinya tidak punya kemampuan, rvewenang dan pilihan
terhadap keputusan apapun. Upaya m€ndongkrak dan
menolak tentu malah menjadi persoafan dmgan orang
tuanya, apalagi perkawinan paksa telah disetuiui oleh orang
tua kedua belah pihak. Sebagaimana terjadi dalam satuan
kehrarga tradisional yang dianggap baik bila peremPuan
yang sudah mdrikah maka harus ikut dan mmerima kepa.da

suaminya, apabila istri ddak hormat dan mmerimanya abu
mellecehkannya, maka dianggap mmyalahi kebiasaan umum
yanLg terjadi.r

Pada dataran empiric banyak kasus yang terjadi
menyebabkan perempuan bersikap pesimis, pasrah dan tidak
punya m.rs,r depan. Akibatrya pada awal pernikahan yang
seharusnya, kedua pasangan dapl enjoy, penuh kesenangan

malah meniadi hampa dan penuh dengan ketegangan
(tension).

Seharusnya sebuah perkawian secara psikologis
memenuhi laiteria baik yang benifat mental mauPun

'Yahya rehbteh i,&l.. febnilta T* Dlk bcadrki di K"^49'^
Rcmzjz (f q*rnz:, PPK-UGM, 1997), 48-49.

! Ibid., 49-5().
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spiritual. Secara mental, perkawinan hendaknya saling
mengetahui kepribadian masing-masing, sehingga mampu
menyesuaikan diri. Bila masing-masing pasangan sudah
saling mengetahui, minimal gejolak dan perbedaan bisa
diatasi. Kemudian taraf kecerdasan dan pendidikan
khususnya pendidikan agama, pemahaman dan
pengamalannya harus diperhatikary karena pada dasamya
perkawinan adalah perwujudan dari kehidupan agama.3l

Dari paparan di atas, dapat disirnpulkan bahwa
sebenarnya kawin paksa yang dialami banyak perempuan
pada dasamya secara psikologis tidak dapat dibenarkan.
Alasannya, ada banyak konsekuensi negatif baik mmyangkut
sisi kesehatan fisik dan psikis. Koruekuensi psikis muncul
pertama kali pada saat perjodohan. Saat p€rempuan
dijodohkan dengan laki-laki yang tidak ia kehendfi seketika
itu juga mulai timbul gejolak, pertentangan dalam hatinya,
perasaan shoct dan was-was. Untuk selanjutnya, hal ini dapat
menimbulkan perubahan sikap keseharian menjadi pendiam
(silai girl) dan pmunm8.32

Perasaan ncroous dan sf/ess dan perasaran-peras:r:rn

lainnya tersebut akan terus berlanjut hingga awal kehidupan
perkawinan. Jadilah malam pertama itu malam yang
menyeramkan karena dengan keterpaksaan harus melayani
suaminya sebagai suatu pengalaman yang membuat tak
berdaya dan tak tahu apa yang seharusnya dilakukan. Di
sinilah muncul penyesalan bagi perempuan. Selanjuhrya
apabila kondisi di atas tenrs berlanjut, maka sebagai
konsekuensi terburuknya adalah te{adinya kekerasan dalam
rumah tangga dan berujung pada perceraian.

rrDarleag Hawari, d-Qu?ea lhu Kcdokrcnn Jiwa dza Keschatzn
liws (yogy.k^i^, Dhaoa Balti Prime Yeoa 195),2ll-212

,Sebagai dikutip Sri Handeyaai llaau,m, Petbwinan l.Isia
Bclia. , .,64.
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ti1.
o Lihat Zaitunah Subll^i, Tahir Kcbcncian Studi Bizs Gadet,l}G

PERKAWINAN YANG HUMANIS DAN "A HAPFY
FAMILY"

Anggapan bahwa jodoh di tangan Tulan (the nanied
couple is on God' s Hczd) merupakan suatu ungkapan yang
tidak asing. Dalam masyarakat (dahutrU bahkan hingga
sekarang), terdapat pemahaman bahwa jodoh bagi anak pria
merupakan urusan Tuhan, sedang untuk wanita hal ini
merrjadi urusan orang tua. Di masyarakat pedesaan, seorang
gadis yang akan yang akan dikawinkan belum mengenal
siapa calon pendampingnya sebab keyakinan.yang telah
mer$adi 'lumrah' bahwa orang tualah yang menentukan
secara sepihak calon suami anak gadisnya. Dalam istilah fiqh,
hak orang tua ini disebut hak tpEr.

Tidak satupun orang tua yang tidak menginginkan
kebahagiaan anak yang telah dikandung, dilahirkan dan
diasuhnya dengan susah payah serta disayangi sejak dalam
kandungan dan dibesarkannya. Keikutsertaan orurng tua
dalam memilihkan jodoh bagr anak tidak dapat
dipermasalahkan atau disalahkan- Apabila menengok masa

lalu, kaum wanita tidal dapat disamakan dengan wanita
mas:t sekaran& baik dari segi pendidikan, pengalaman,
pergaulan dan kondisi lingkungan. Menjadi wajar apabila
orang tua mereka ikut menentukan pilihan bagi anak-
aruknya, bahkan menjadi tanggung iawab umat Islam untuk
memilihkan atau mmcarikan jodoh baik bagi pemuda
atampun pemudi (siapa saja yang belum bersuami atau

beristri). Demikian ini, akan terlihat adanya kesejajaran dalam
Islam mengenai "memilih" ini.r Hal ini sesuai dengan
firman-Nya dalam surat al-Nur (24): 32, "Dan kowinkanlah

om1lg-orang yang senilirian yang tiilak furistri stau tidak bersami
di antura kamu" .
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Pria ataupun wanita mempunyai hak yang sama dalam
pemilihan jodoh untuk mmmtukan siapa yang akan menjadi
pendampingnya di masa depan demi kelarmonisan,
kebahagiaan, ketenangan dan ketmtraman dalam kehidupan
keluarga (al-Rum 30;21). Karena itu, ajaran Islam merrberi
tuntunan dalam menerrfukan pilihan.3a

Dalam kehidupan sekarang, hak ijfrr tidak dapat
dipertahanka+ apalagi hal ini bertentangan dmgan prinsip
kemerdekaan. Kemerdekaan dalam memilih jodoh telah
ditegaskan dalam Islam melalui pemyataan Rasulullah SAW.
ketika beliau didabngi oleh seorang gadis sambil
mengadukan tentang ayahnya yang elah merraksanya untuk
kawin dengan ses€orang yang tidak ia serungi, Rasulullah
memutuskan agar urusan perkawinan tersebut &kembalikan
kepada anak gadis itu untuk memililuss

Dari paparan di atas, maka dapat dikatakan bahwa
Islam ingin merrciptakan suatu masyarakat religius yang
penuh damai dan rukuru Hal ini tidak mungkin tercapai
kecuali bila masing-masing keluarga hidup dengan rukrm
dan tentemm. Ketenangan di dalam keluarga baru terwuiud
bila antara masing-masing pihak (suami dan istri) terjalin
cinh, kasih sayang yang tulus dan mendalam. Hal ini tak
mungkin datang dengan tiba-tiba, melainkan harus diawali
sejak dini, yakni jauh sebelum melangkah ke perkawinan,
para calon suami-istri perlu ada kesesuaian. Untuk
mendapatkan kesesuaian tersebut maka Islam memberikan
hak yang sama dalarn menentukan jodoh Dengan demikian,
wani$ bebas menerima atau menol,ak seseorang
atau pilihan omng tuanya, iika pria yang disodorkannya tidak

r. Lillaa Muhammad Fo.d 'Abd d-Ba{i, *Mowzththl' E al-Iataa
L&lik(Mdit la. d-Babi d-H.labi), iilid I, 11,7.

s Zaiaraah Subhea, Ttbit Xcbaciza 1j8.
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cocok dengan harkat dan martabat si wanita @rsebut
temtama dalam bidang agama.:r

Jadi, jelas sekali bahwa wanita punya hak prerogatif
dalam urusan perkawinan yang selama berabad-abad
sebelum kedatangan Islam hak itu tal pemah diberikan
kepadanya sebagaimana telah diuraikan di atas. Agalmya, tak
per.lu diulang lagi pembahasannya mengapa hak mereka
tidaLk diberikan pada masa lampau. Tapi yang perlu dicermati
di sini menurut hemat penulis adalah bahwa pemberian hak
tersebut tidak berarti orang tua atau wali ta.k punya hak sama
sekali dalam urusan perkawinan put-a-pukinya. Pemberian
hak seperti yang telah diielaskan m€ngandung arti bahwa
orang tua, meskipun secara relatif berrvenang terhadap anak-
anaknya, namun ia ddak boleh seweftrng-wmang terhadap
mereka. Terdapat aturan-aturan yang harus diikuti dan
dipatuhi. Oleh karena itu, apabila seorang gadis telah
mendapatkan iodolr, misalnya dia seorang yang taat,

berakhlak mulia, tapi miskin atau tidak bangsawan, maka
orang tua tidak boleh menolaknya dmgan alasan calon
menantunya tidak bangsawan atau miskin. Karena itulah,
Rasulullah tidak merasa malu mengawinkan Zainab binti

Jalu;y, saudara s€pupunya sendti Oangsawan Quraisy)
dengan Zayd bin Haritsah yang dulunya seorang budak
belian, kemudian diangkat anak oleh Rasulullah. Demikian
pula 'Abd Rahman bin'Auf, seorang bangsawan yang kaya

tayia, tidak merasa rmdah, apalagr hina, dengan

mengavyinkan saudara perempuirnnya dengan Bild Um

Ratrah yang dulunya seorang budak hitam, milik tokoh
musyrik Mekafu Unaiyah bin Khdaf.37

Fakta yang dikemukakan di atas membuktikan secara

meyakinkan bahwa Islam benar-benar menghancurkan adat

sl-ihet Nasheruddin Ridz!., Taftir bi al-Rayi: Upry, Pclrggzlian
Koasep Vaaitz dzlan -Qu"att (Yogyzk^tt t Prootaka Pelaitt,l99),72.

ts Lihat Ab$ Zryd, Mahazt tt-M.?eh D a|-klirr' (t-cP.: Da. 
^l-N.hdh.h d-'A..biFb, 197r),95.
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kebiasaan bangsa Arab Jahiliyah yang ielek yang
menimbulkan sikap diskriminatif di tengah masyarakat. Pada

masa iahiliyah, sikap serupa itu sangat dominan dan telah

menjadi tradisi yang harus dilaksanakan secara turun-
temurun. Dalam Islam, tradisi yang potensial untuk memicu

kerawanan dan kesenjangan sosial itu dihapuskan secara

total, sehingga terasa sekali bahwa manusia itu benar-benar
sama derajadnya; tidak ada kelebihan yang satu dari yang
lain dari sudut keturunan dan kekayaan, kecuali dari segi

ketakwaan indifidual terhadap Allah SWT.

Walhashil, berdasarkan petuniuk-petunluk yang
diberikan oleh AlIh dan Rasul-Nya serta seiumlah fakta
historis sebagaimana dinukilkan di atas, makin jelas bagi kita
bahwa kebebasan wanita dalam memilih calon suaminya
tetap harus terkendali, tidak menyimpang apalagi
bertentangan dengan ajaran agama.

PENUTUP

Dari paparan di atas, ada beberapa point yang menurut
penulis perlu digaris bawahi:
1. AlQur'5n secara eksplisit tidak menyinggung konsep

kawin paksa apalagi menganjurkannya, sedangkan
beberapa hadits tentang permasalahan hak ijbir dan
kebebasan wanita dalam menentukan pasangan
hidupnya yang muncul dalam berbagai variarurya tidak
bisa dilepaskan dari asbab al-arurud. Hadits-hadits
tersebut pada prinsipnya menekankan pada pentingnya
persetujuan wanita yang bersangkutan. Di antara
konsekuensi atas munculnya variasi hadits tersebut
adalah terjadinya perbedaan pendapat dikalangan ulama
hntang konsep ijbir.

2. Pmgertian konsep rTDor secara teoritis pada awalnya
hak dan kewajiban orang tua dengan rasa

tanggung jawab untuk mmuntun dan mengarahkan
anak perempuannya ke arah perkawinan yang yang

39
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ideal. Menurut Islam, gbar sama sekali tidak
dimaksudkan sebagai paksaan yang tidak manusiawi.
Namuq ketika konsep tersebut diimplementasikan
dalam realitas empirik, maka telah terjadi pendistorsian
makna dan hakekat dari pada konsep rTbir tersebut. Hal
ini terjadi karena tradisi ijbira pada masa klasik yang
terekam dan terjabarkan dalam konsepkonsep fiqh
tentang pemikahan brnyata tidak dapat dipisahkan dari
cerminan budaya patriarlfii yang dominan pada saat itu.

3. Kawin paksa bmyata membawa ekses yang negatif
(negatif efict) khadap perernpuan seperti secara

psikologis membuat perempuan terEkan, nervous,
apatis dan per,yesalan diri. Selain itu, kawin paksa juga
sangat potensial menimbulkan kekerasan (oiolorce)

dalam rumah tangga dan beruju.g pada perceraian
(lioorces).

4. Praktek kawin palsa ternyata sudak tidak relevan lagi
dengan konteks modern. Sudah saatnya perlakuan
otoritarianisme brhadap perempuan dihapuskan.

Karena otoritarianisme itu merupakan salah satu wuiud
dehumanisasi yang bertentangan dengan norma agama,

sosial, hukum, dan keadilan.
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